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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pelaggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh
anggotanya, akan dikenakan sanksi sesuai pencopotan sebagai anggota
polisi. Tindak pidana dan pelanggaran kode etik kepolisian yang dilakukan
oleh oknum polisi jika terbukti, akan disidangkan dalam kasus tindak
pidana. Proses selanjutnya adalah sidang komisi kode etik kepolisian, yang
merupakan putusan akhir sebagai polisi, melalui sidang komisi kode etik
tersebut. Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Kepolisian
sebagai berikut: (a) penerima laporan, (b) proses pemeriksaan, (c)
pemeriksaan dalam sidang, (d) penjatuhan hukuman, (e) sidang komisi
kode etik polri, dan (f) sidang komisi banding.

2. Bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota
Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di wilayah hukum
polres Lombok Barat, dilaksanakan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri
(KKEP), mencakup pelanggaran terhadap etika kepribadian, etika
kenegaraan, etika kelembagaan, etika dalam hubungan dengan masyarakat
dan pelanggaran lainnya. Sedangkan sanksi pelanggaran yang dijatuhkan
yaitu meminta maaf, pindah tugas jabatan, pindah tugas wilayah,
pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian tidak dengan

hormat (PTDH).
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B. Saran

1

2

Perlunya pegawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi
internal terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan
oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan
memberi efek jera kepada para pelaku.

Aparat kepolisian dan instansi terkait harus lebih mengintensifkan
pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar
masuknya pengedaran narkotika.

Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang
melakukan tindak pidana khususnya narkotika, karena seharusnya anggota
kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Pemberian sanksi
berat kepada oknum polisi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika,
akan menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain, untuk tidak
melakukan perbuatan sama, yaitu melanggar kode etik profesi kepolisian.

kepolisian.
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